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ABSTRACT  
Cooperatives are economic institutions whose existence is mandated by the 1945 
Constitution of Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution states that: "The 
economy is structured as a joint venture based on the principle of the family." The 
position of the cooperative as a pillar of the economy, has a position parallel to and on 
par with the other pillars, namely the economy under State sector and the private sector 
economy. 
 
In such conditions, this research to be interesting, especially to uncover the political shift 
in the law as a result of the application of Law No. 17 in 2012 replacing Law No. 25, 1992. 
The problems of the application of Law No. 17 in 2012 to more crucial since the 
Constitutional Court (MK) granted the petition for judicial review of Law No. 17 in 2012 
through the Decision on Case No. 28 / PUU-X / 2013. Constitutional Court's decision 
which is erga omnes further confirmed that Law No. 17 in 2012 is diametrically opposed 
to the values (values) are contained in the 1945 Constitution. 
 
The results of the analysis of that Law No. 17 of 2012 has come out or contrary to the 
philosophy of the cooperative which is a joint venture based on family principles. In 
addition, Act No. 17 of 2012 concerning Cooperatives in juridical and sociological side has 
been opposed to the capitalist system, the state is supposed to protect the small people's 
economy, the cooperatives. Such protection are to maintain the philosophy, values, and 
principles of cooperatives of other ideologies among other threats capitalism and 
communism. Thus the cancellation of Law No. 17 in 2012 with the re-enactment of Law 
No. 25, 1992, this has resulted that the Cooperative is not lost 'spirit' as a driver of 
development and development of cooperation. 
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1. PENDAHULUAN 
Koperasi merupakan suatu organisasi yang sudah memiliki sejarah panjang. Dalam perjalanan sejarahnya, hakekat dan definisi perkoperasian sudah dibakukan ditingkat internasional, sehingga seluruh dunia pada hakekatnya memiliki prinsip–prinsip yang sama. Konsep ideal perkoperasian yang konsisten dengan cita cita dan gerakan koperasi yang bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menempatkan watak atau karakteristik koperasi Indonesia sebagai organisasi ekonomi rakyat, berwatak sosial, beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dan bersandikan asas kebersamaan dan kekeluargaan. 
Bila dicermati dari permasalahan yang timbul terhadap putusan Makamah Konstitusi terhadap pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Koperasi, maka Makamah Konstitusi untuk sementara waktu akan memberlakukan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi setelah terdapat putusan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014. 
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang koperasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pada setiap pembatalan keputusan maka harus mempunyai fungsi konstitusi dan tidak ada kecenderungan ke liberal. Dengan demikian, maka Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya undang-undang baru. 
Pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai "badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan".  
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Norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut tercermin pada fungsi dan peranan koperasi sebagai :2 
1. Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2. Alat untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3. Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan 4. Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 
Didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 memudahkan masyarakat menjadi seorang anggota koperasi. Sedangkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tidak semua masyarakat dapat mendaftar dan menjadi anggota koperasi karena terdapat peryaratan mengenai modal sebagai setoran awalnya. Keputusan Makamah Konstitusi menyebutkan bahwa Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 memberlakukan sementara, sedangkan hasil uji materi atas Pasal Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 atas gugatan mengenai definisi koperasi sangat menyimpang dengan jiwa gotong-royong dan kekeluargaan yang dimiliki oleh tubuh koperasi. 
Makamah Konstitusi berpendapat bahwa akibat Undang-Undang No 17 Tahun 2012 menjadi koperasi hilang roh dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Makamah Konstitusi terdapat sejumlah pasal yang dianggap sudah tidak sesuai dengan prinsip koperasi karena justru mengusung semangat kapitalisme yang lebih dikuasi oleh swasta. Apakah dasar putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan membandingkan UUD 1945 pasal 33 ayat 1? 
                                                             
2 Pasal 4 UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. 
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2. KERANGKA KONSEPTUAL 
Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri berbeda dengan organisasi ekonomi lain. Perbedaan ini terletak pada sistem nilai etis yang melandasi kehidupannya dan terjabar dalam prinsip-prinsipnya yang kemudian berfungsi sebagai norma-norma etis yang mempolakan tata laku koperasi sebagai ekonomi.3 
Secara etimologi, koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu 
coorperatives; yang merupakan gabungan dua (2) kata yakni co dan operation. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut cooperatie, yang berarti kerja bersama.4 Menurut R. M. Margono Djojohadikoesoemo, bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Selanjutnya menurut Mohammad Hatta dalam bukunya The Cooperative Movement in Indonesia, mengungkapkan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.5 Pemikiran Mohammad Hatta tersebut sangat memiliki persamaan dengan H. Calvert sebagaimana yang dikutip oleh Hans H Munkner dalam bukunya yang berjudul Co-operative Principles & Co-Operative Law (yang diterjemahkan oleh A. Henriques), bahwa koperasi adalah suatu bentuk organisasi dimana orang-orang bergabung bersama-sama secara sukarela, sebagai manusia, atas dasar persamaan untuk memajukan kepentingan ekonomi bagi diri mereka sendiri.6 
                                                             
3 Fray dalam Asnawi Hasan, Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi 
Falsafah Etik, dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan 
Demokrasi Ekonomi, Sri Edi Swasono (ed), (Jakarta: UI Press, 1987), hal. 158. 
4 Andjar Pachta W, dkk, Hukum Koperasi Indonesia, Kecana, Jakarta, Cetakan ke-4, 2012, 
hal.15. 
5 Andjar Pachta W, dkk, Ibid, hal. 19. 
6 Hans H Munkner, “Co-Operative Principles & Co-Operative Law” Membangun UU Koperasi 
Berdasarkan Prinsip-prinsip Koperasi, Reka Desa, Jakarta, 2011, Ibid, Hal. 6. 
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Berdasarkan pengertian koperasi, ada delapan prinsip koperasi menurut Watkins, yakni sebagai berikut : (1) Saling tolong-menolong melalui perkumpulan, (2) Tanggung jawab, (3) Keadilan, (4) Ekonomi, (5) Efisiensi ekonomis, (6) Demokrasi, (7) Kemerdekaan, dan (8) Pendidikan.7 Selanjutnya dalam prinsip tolong-menolong melalui perkumpulan itu, ada dua prinsip yang tersirat dalam kosepsi dasar mengenai saling tolong-menolong, yang secara jelas menunjukan karakteristik koperasi, yakni :8 1) Prinsip peningkatan kepentingan ekonomi anggota. Bahwa tugas utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, kepentingan ekonominya sendiri. 2) Prinsip identitas. Bahwa koperasi keanggotaannya secara terbuka. Sehingga koperasi terbuka untuk setiap orang yang hendak berpartisipasi secara aktif serta mampu bertanggung jawab atas kerjanya. itulah yang sesungguhnya prinsip identitas yang memberikan watak khusus kepada koperasi sebagai organisasi swadaya. 
Dengan pemikiran dan prinsip-prinsip yang telah diuraikan di atas, hemat penulis bahwa sangat memiliki persamaan dengan pemikiran Mohammad Hatta, yang menyatakan bahwa koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya. Serta juga koperasi lebih memen-tingkan tujuan bersama dari pada keuntungan.9 
Adapun mengenai maksud dari prinsip-prinsip sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yakni sebagai berikut:10 
 
                                                             
7 Hans H Munkner, Ibid, Hal. 7-10. 
8 Hans H Munkner, Ibid, Hal. 11-15. 
9 Nuraini, Demokrasi Ekonomi Koperasi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Averroes 
Press, Malang,2012, Hal. 14. 
10 Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. 
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Ayat (1) 
a. Koperasi merupakan organisasi swadaya dengan keanggotaan secara sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu dan membutuhkan memanfaatkan layanannya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi atas dasar gender, sosial, ras, politik, atau agama. b. Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan dikendalikan oleh anggotanya. Anggota berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan. c. Selain sebagai pemilik koperasi, anggota koperasi sekaligus pengguna jasa atau pasar bagi koperasinya serta aktif dalam kegiatan ekonomi yang merupakan sumber kekuatan utama bagi kemajuan koperasi. d. Koperasi merupakan organisasi otonom dan swadaya yang diawasi dan dikendalikan oleh anggota. Jika koperasi mengadakan perjnjian dengan koperasi lain, termasuk Pemerintah atau menambah modal dari sumber lain, mereka melakukan hal itu atas dasar syarat yang menjamin tetap terselenggaranya pengawasan dan pengendalian demokratis oleh anggotanya dan tetap tegaknya otonomi koperasi. e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawan dimaksudkan agar mereka dapat memberikan sumbangan secara efektif bagi perkembangan koperasi.   Adapun mengenai landasan dan asas koperasi, menurut Hendrojogi dikutip oleh Andjar Pacta W, pada umumnya terdiri dari tiga hal, sebagai berikut:11 a. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau ideal yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi. b. Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa benar-benar dihayati dan 
                                                             
11 Andjar Pacta W, Dkk, Op.cit, Hal :14. 
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diamalkan. Unsur landasan koperasi yang kedua ini disebut landasan struktural. c. Adanya rasa karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong-menolong di antara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai mahkluk pribadi yang harus bergaul dan bekerjasama dengan orang lain.  
Selanjutnya juga menurut Andjar Pacta W, bahwa landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia.12 
Ciri utama koperasi adalah kerjasama anggota dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama.13 Hal ini dapat dilihat dari koperasi yang “dari, oleh dan untuk anggota”. 
Konsep mencapai kesejahteraan hidup bersama tersebut, tentu pula dilandasi pada suatu prinsip tolong-menolong yang menjadi ciri utama dari koperasi yang merupakan suatu perkumpulan usaha bersama.14 Konsep ini juga menjadi suatu perjuangan dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. 
Hal ini juga merupakan realisasi dari penjabaran Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan dasar perekonomian bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, hendaknya tujuan koperasi yang menjadi cita-cita bangsa harus mendasari pada filosofi dan roh koperasi.15 
                                                             
12 Andjar Pacta W, Dkk, Ibid, Hal :15. 
13 Pasal 3 UU No. 25 tahun 1992 dan juga Pasal 4 UU No. 17 tahun 2012 tentang 
Perkoperasian. Bahwa pada dasarnya tujuan koperasi yakni mensejahterakan 
kehidupan anggota pada khususnya. 
14 Hans H Munkner, “Co-Operative Principles & Co-Operative Law” Membangun UU 
Koperasi Berdasarkan Prinsip-prinsip Koperasi, Reka Desa, Jakarta, 2011, Ibid, Hal. 10. 
15 Yosef Robert Ndun, dalam karya tulis Thesisnya : Perubahan Politik Hukum Undang-
undang Perkoperasian, UKSW-Salatiga, 2015 (Tidak dipublikasikan), Hal :123. 
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Untuk mencapai tujuan mendatangkan keuntungan ekonomis tersebut, koperasi harus menjalankan usahanya secara terus menerus, terang-terangan, berhubungan dengan pihak ketiga, dan memperhitung-kan rugi laba serta mencatat semua kegiatan usahanya tersebut ke dalam suatu pembukuan16. 
Dalam penjelasan UUD 1945 pasal 33 ayat (1), koperasi berkedudukan sebagai “soko guru perekonomian nasional” dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Selanjutnya pada ayat (4) pasal tersebut di atas, mengandung arti bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional17. 
Hal inipun sangat jelas tersurat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Adapun penjelasan dalam UU No. 25 Tahun 1992, menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 
Setelah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dibatalkan dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 maka koperasi memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional yang diharapkan dapat menyejahterakan rakyat. Koperasi memiliki fungsi historis dalam perkoperasian yang berhubungan dengan simpanan wajib. Peraturan mengenai simpanan wajib, banyak warga masyarakat yang masih belum mengetahuinya. 
                                                             
16 R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta: 
PT.RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 101 
17 Kartasapoetra,G,et al,Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945.Jakarta : Bina Aksara 1987, Hal :32 
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Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Koperasi secara sistemik dapat mengerdilkan gerakan koperasi yang dianggap semata-mata sebagai alat pemerintah dan untuk kepentingan modal besar. Terbitnya Undang-Undang tersbut dinilai sangat merugikan dan bertentangan dengan prinsip koperasi pada pasal 50 dan 63. 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah hukum normatif yang berorientasi pada dogmatik hukum. Artinya bahwa penelitian dogmatik hukum adalah kegiatan ilmiah dalam rangka mempelajari isi sebuah tatanan hukum positif yang konkrit.18 Penelitian ini menggunakan penelitian dogmatik atau normatif karena yang menjadi acuan analisis adalah hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. 
Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normative, maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.19 Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).20 
Didalam pendekatan perundang-undangan dapat dilakukan suatu penelitian peraturan perundang-undangan maupun putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. 
 Dalam penelitian ini terdapat 2 sumber bahan huhkum penelitian, yaitu: 
                                                             
18 Titon Slamet Kurnia dkk, Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum Di 
Indonesia Sebuah Reorientasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, Hal:71. 
19 Jhonny Ibrahim, Op. Cit, 300. 
20 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, 113. 
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a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam hal ini peraturan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Koperasi yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Dasar 1945 serta Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu untuk menganalisis serta memahaminya, berupa kamus bahasa Indonesia, buku-buku hukum dan juga jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. 
Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi, interpretasi, dan evaluasi. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik evaluasi. Teknik evaluasi yaitu memberikan argumentasi hukum dan penilaian terhadap suatu pandangan, proporsi, pernyataan, rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Dengan teknik ini akan diperoleh dasar tentang dasar pembatalan Undang-Undang No 17 Tahun 2012 oleh Mahkamah Konstitusi. 
Setelah analisis bahan hukum selesai dilakukan, maka akan ditarik kesimpulan tentang dasar pembatalan Undang-Undang No 17 Tahun 2012 oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 
 
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam sub-bab ini akan memaparkan 3 hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengajuan materiil Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Adapun hasil putusan perkara tersebut yakni sebagai berikut : 
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4.1  Duduk Perkara 
Adapun yang menjadi alasan permohonan atau duduk/pokok perkara dalam pengujian materiil (judicial review) terhadap UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yakni adalah sebagai berikut : 
a. Bahwa dasar filosofi UU perkoperasian bertentangan dengan Pembukaan dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional para pemohon atas kesejahteraan umum dan melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.21 b. Bahwa dasar filosofi dari UU perkoperasian ini adalah kapitalisme.22 c. Bahwa dengan demikian koperasi adalah anti dari kapitalisme.23 d. Bahwa UU perkoperasian yakni dengan ciri-ciri sebagai berikut:24 1) UU perkoperasian menempatkan modal sebagai penentu. Sebagaimana tercantum dalam pasal 66-77. 2) UU Perkoperasian berorientasi pada keuntungan (profit oriented). Sebagaimana dalam Pasal 78 ayat (2). 3) UU Perkoperasian berbasis kepentingan orang seorang. Tercantum dalam Pasal 1 angka 1. 4) UU Koperasian menjadikan orang lain sebagai kompetitor (Pasal 55 ayat 1). e. Bahwa dasar filosofis dari UU perkoperasian ini yang menganut kapitalisme adalah bertentangan dengan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.25 f. Bahwa politik hukum (legal policy) pembentuk UU Perkoperasian ini mengarahkan pembaharuan hukum koperasi bukan untuk mengembalikan koperasi kepada jati diri koperasi sebagaimana kehendak pendiri bangsa (founding fathers) sebagaimana tertuang dalam 
                                                             
21 Tercantum dalam alasan permohonan pada poin ke-15 Putusan MK Nomor 28/PUU-
XI/2013. 
22   Ibid, Poin ke-16 
23   Ibid, poin ke-17. 
24   Poin ke-18. 
25   Poin ke-19. 
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Pembukaan dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, tetapi lebih mengarahkan koperasi untuk memenuhi perkembangan tata ekonomi global.26 g. Bahwa pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sebenarnya mengandung pengertian sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi (perekonomian) yang disusun sebagai usaha bersama (bukan usaha perorangan), dan usaha bersama itu harus berdasar atas asas kekeluargaan.27 h. Bahwa penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sebelum diamandemen sudah sangat jelas menyebut bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.28 i. Bahwa koperasi hakekatnya bukan sebagai badan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian, dari definisi itu dari sisi yuridis, koperasi telah kehilangan jati dirinya sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.29 Dan pembentuk UU a quo hanya menliaht koperasi sebagai usaha mikro organisasi saja.30 j. Bahwa UU perkoperasian yang dasar filosofinya kapitalisme dan tidak memenuhi dua tiang koperasi yaitu solidaritas (semangat setia bersekutu) dan individualitas (kesadaran akan harga diri sendiri atau sadar diri) adalah bertentangan dengan Pembukaan dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.31 
4.2  Dasar Pertimbangan hakim 
Adapun dasar-dasar pertimbangan khusus konstiusionalitas Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK), yang beralasan demi hukum 
                                                             
26  Poin ke-20. 
27  Poin ke-21. 
28  Poin ke-22. 
29  Poin ke-23. 
30  Poin ke-25. 
31   Poin ke-26 dan 27. 
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sebagaimana mengenai pokok permohonan untuk membatalkan Undang-undang No. 17 Thn 2012 tentang Perkoperasian, yakni sebagai berikut :32 
a. Mengenai pengertian koperasi (Pasal 1 angka 1 UU No. 17/2012).   Menimbang, para pemohon mendalilkan frasa “orang perseorangan” dalam pengertian koperasi yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena alasan bahwa rumusan pengertian tersebut mengarah ke individualisme.   Adapun alasan MK bahwa nilai yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yaitu suatu tatanan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaaan. Nilai ini sangat berbeda dalam rumusan dalam Pasal 1 angka 1 UU 17/2012, yang menyatakan koperasi sebagai badan hukum. b. Mengenai gaji pengurus dan imbalan pengawas (Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) UU 17/2012).   Menimbang, para pemohon mendalilkan Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) mengenai gaji pengurus dan imbalan bagi pengawas tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Atau dengan kata lain tidak beralasan menurut hukum. c. Mengenai tugas dan kewenangan pengawas (Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf e serta Pasal 56 ayat (1) UU 17/2012.   Menimbang, bahwa mengenai tugas dan kewenangan pengawas sebagaimana dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf e serta Pasal 56 ayat (1) UU 17/2012 beralasan menurut hukum. d. Mengenai pengangkatan pengurus dari non-anggota (Pasal 55 ayat (1) UU 17/2012).   Menimbang, bahwa pengurus koperasi dipilih dari non-anggota (frasa non-anggota) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Adapun alasan MK bahwa untuk membangun koperasi yang lebih profesional, justru yang harus dibangun adalah anggota koperasi supaya 
                                                             
32  Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013. 
Agus Bambang N                                         POLITIK HUKUM TERHADAP KOPERASI INDONESIA 
 
284 
 
menjadi tenaga profesional, sehingga tidak perlu merekrut non-anggota untuk menjadi pengurus.   Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, maka permohonan mengenai pengujian konstitusional frasa non-anggota dalam Pasal 55 ayat (1) UU 17/2012 beralasan menurut hukum.  e. Mengenai modal koperasi (Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 UU 17/2012).   Menimbang, bahwa permohonan pengujian konstitusional mengenai Bab VII UU 17/2012 tentang Modal Koperasi, yaitu Pasal 66 sampai dengan Pasal 77, beralasan menurut hukum.   Adapun alasan MK bahwa bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) yakni ketika anggota berhenti atau keluar dari koperasi, Sertifikat Modal Koperasi (SMK) tidak dapat ditarik kembali dan hanya dapat dijual kepada sesama anggota atau calon anggota atau ditalangi maksimal 20% dari surplus hasil koperasi tahun buku berjalan. Serta mengenai modal penyertaan dapat membuka intervensi pihak luar termasuk Pemerintah dan pihak asing melalui modal tanpa batas. Kedua hal ini dirasakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. f. Mengenai larangan pembagian surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non-anggota (Pasal 78 ayat (2) UU 17/2012).   Menimbang, bahwa dalam Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 80, terdapat ketidakadilan terkait dengan hak dan kewajiban, yaitu ketika koperasi mengalami surplus hasil usaha anggota tidak berhak atas surplus-meski hanya yang berasal dari transaksi dengan non-anggota, tetapi ketika koperasi mengalami defisit hasil usaha, baik disebabkan oleh transaksi dengan anggota atau non-anggota, anggota wajib menyetor sertifikat modal koperasi sebagai tambahan modal. Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.   Oleh karena itu, pembatasan tersebut berarti menyampingkan hak untuk menikmati hasil usaha koperasi, yang dengan demikian dalil permohonan para pemohon beralasan menurut hukum. g. Mengenai penambahan sertifikat modal (Pasal 80 UU 17/2012). 
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  Menimbang, bahwa mengenai penambahan sertifikat modal koperasi jika defisit hasil usaha pada koperasi simpan pinjam, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Mengenai pertimbangan ini, MK mendasari pula pada pertimbangan mengenai modal koperasi. Dan pada pokok dalil para pemohon beralasan menurut hukum. h. Mengenai jenis koperasi (Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 UU 17/2012).   Menimbang, bahwa pemohon dalam mendalilkan Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.   Adapun alasan mengenai pertimbangan itu bahwa 4 (empat) jenis koperasi yakni (i) Koperasi Konsumen, (ii) Koperasi Produsen, (iii) Koperasi jasa, dan (iv) Koperasi Simpan Pinjam, bahwa berdasarkan pengertian masing-masing mengandung pembatasan jenis kegiatan usaha sehingga telah memasung kreatifitas koperasi dan ketentuan tersebut tidak sesuai dengan aspek empirik koperasi dari kegiatan usaha lain serta dapat berdampak pada koperasi ayng berskala kecil yang kebanyakan berada di pedesaan.   Berdasarkan alasan itu, MK berpendapat bahwa permohonan para pemohon mengenai uji kosntitusional Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 beralasan menurut hukum. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka MK berpendapat :33 
1. Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, oleh karena pengertian koperasi sebagaimana diatur dalam UU 17/2012, filosofihnya telah ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Dan pada sisi lain koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas, sehingga hal tersebut menjadikan koperasi kehilangan ruh 
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konstitusional sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofih gotong royong. 2. Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dan untuk menghindari kevakuman hukum di bidang koperasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan maka untuk sementara waktu, sebelum terbentuknya Undang-undang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-undang a quo maka demi kepastian hukum yang adil Undang-undang Nomor 25 Thn 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu. 
4.3  Amar Putusan. 
Selanjutnya berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka adapun putusan MK sebagaimana dalam amar putusan perkara Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang permohonan pengujian materil terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, adalah sebagai berikut : 
Mengadili 
Menyatakan  
1. Permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IV, tidak dapat diterima. 2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII. a. Undang-undang No. 17 Thn 2012 tentang   Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355), bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Undang-undang No. 17 Thn 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, 
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Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. c. Undang-undang Nomor 25 Thn 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-undang yang baru. 3.  Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 
Di dalam Keputusan Makamah Konstitusi yang secara jelas dan gambling di dalam pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tidak terlepas dari putusan sebagai, berikut : 
Perkara Nomor 28/PUU-XI/2013 
Pemohon 
1) Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi, sebagai pemohon I. 2) Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur, sebagai pemohon II. 3) Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (PUSKOWANJATI), sebagai pemohon III. 4) Pusat Koperasi An-Nisa Jawa Timur, sebagai pemohon IV. 5) Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur, sebagai pemohon V. 6) Gabungan Koperasi Susu Indonesia, sebagai pemohon VI. 7) Agung Haryono, sebagai pemohon VII, dan 8) Mulyono, sebagai pemohon VIII. 
Posita (alasan) 
1. Dasar filosofis (filosofische grondslag) UU perkoperasian bertentangan dengan pembukaan dan pasal 33 ayat (1) uud 1945 yang menjamin 
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hak konstitusional para pemohon atas kesejahteraan umum dan melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Pasal-pasal dalam UU Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945.   Yakni : pasal 1 angka 1, pasal 37 ayat 1 huruf f dan pasal 57 ayat (2), pasal 50 ayat (1) hruf a dan pasal 56 ayat (1), pasal 55 ayat (1), pasal 50 ayat (1) huruf a dan pasal 50 ayat (2) huruf a dan e serta pasal 57 ayat (2), Bab VII, pasal 78 ayat (2), dan Pasal 82, 83 dan 84. 
Petitum 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; atau setidak-tidaknya menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat 2 huruf a dan huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), BAB VII yang terdiri atas Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72,  Pasal 73, Pasal 74, Pasal, 75, Pasal 76, dan Pasal 77, serta Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau setidak-tidaknya menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat 2 huruf a dan huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), BAB VII yang terdiri atas Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72,   Pasal 73, 
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Pasal 74, Pasal, 75, Pasal 76, dan Pasal 77, serta Pasal  80, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan 4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 
4.4 Pertimbangan hakim 
1. Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa frasa “orang 
perseorangan” dalam pengertian koperasi yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dengan alasan bahwa rumusan pengertian tersebut mengarah ke individualism. 2. Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD  1945. 3. Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf e serta Pasal 56 ayat (1) UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. 4. Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 55 ayat (1) UU 17/2012 yang menentukan bahwa pengurus koperasi dipilih dari non-anggota (frasa non-anggota), bertentangan dengan Pasal 33 ayat  (1) UUD 1945. 5. Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa BAB VII UU 17/2012 tentang Modal Koperasi, yaitu Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. 6. Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 78 ayat (2) UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. 
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7. Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 80 perihal kewajiban menyetor tambahan sertifikat modal koperasi jika terjadi deficit hasil usaha khusus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang didalilkan pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. 8. Menimbang para Pemohon mendalilkan Pasal 82, Pasal 83, danPasal 84 UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. 9. Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena pengertian koperasi sebagaimana diatur dalam  UU 17/2012,  filosofinya telah ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat di dalam Pasal 33 ayat (1)  UUD 1945  sebagaimana dipertimbangkan di atas. 10. Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dan untuk menghindari kevakuman hukum di bidang koperasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan maka untuk sementara waktu,   sebelum terbentuknya Undang-Undang tentang perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang a quo maka demi kepastian hukum yang adil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu. 
4.5 Putusan 
1. Permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV tidak dapat diterima. 2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII. a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) 
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bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5355)  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 
4.6 Pembahasan 
Mengenai konsep analisis yang akan menjadi acuan penulis dalam membahas permasalahan penelitian ini, penulis akan menganalisis terkait dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan dan membatalkan pemberlakuan Undang-undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tersebut. Adapun hal-hal yang menjadi pembahasan yakni dasar putusan, dasar filosofis, dasar sosiologis, dasar yuridis dan dasar teoritik. Adapun hemat penulis bahwa atas dasar-dasar tersebut, penulis dapat menemukan argumentasi hakim dalam memutuskan terjadi pembatalan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tersebut. Dari pendapat tersebut, menunjukkan bahwa pembuatan naskah akademik tidak lebih dari suatu upaya pendekatan menyeluruh (holistik) dari sebuah rencana pembuatan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Pendekatan ini dijalankan melalui konsep dasar tritunggal dalam menelaah lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan, yang meliputi aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. 
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4.7  Dasar Filosofi 
Hakim MK menyatakan bahwa filosofi dalam Undang-Undang Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Demikian halnya dengan Pengertian koperasi ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang No. 17/2012, sehingga di suatu sisi mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas dan skema permodalan materiil dan finansial serta mengesampingkan modal sosial yang menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945. Pada sisi lain, koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas dan kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong. 
Lebih lanjut MK juga menyatakan bahwa walaupun permohonan pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun oleh karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma subtansial yang menjadi jantung UU No. 17/2012 sehingga jika hanya pasal-pasal tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal lain tidak dapat berfungsi lagi Pancasila  merupakan  sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara  sebagaimana penempatan  Pancasila sebagai segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila34. 
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4.8 Dasar Yuridis 
Norma-norma dalam Undang-Undang Per-koperasian telah secara jelas dan konsisten mengacu kepada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sebagai landasan yuridis bagi Koperasi dan menjadi landasan filosofis dan me-nempatkannya sebagai arah politik hukum Undang-Undang Perkoperasian. 
Aspek pertimbangan yuridis terhadap merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Mengapa sampai dikatakan demikian Hakikatnya ada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur  dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim35 
4.9 Dasar Sosiologis dan Dasar Teoritik 
Dalam menguji seluruh pasal yakni Pasal 66 s.d Pasal 77 UU Perkoperasian. Namun tanpa merumuskan alasan-alasan yang memadai baik kerangka filosofis, alasan teoritis, dalil-dalil yuridis- konstitusional dan deskripsi sosiologis serta data empiris-faktual yang mendukung Petitum, sehingga hampir saja menyerupai halusinasi atau setidaknya hanya pengandaian yang tidak patut dipertimbangkan. Adalah musykil jika para Pemohon yang meminta pembatalan atas 12 (dua belas) pasal dari UU Perkoperasian mengenai Bab Permodalan, namun dalam Posita para Pemohon menyajikan penjelasan sumir sebanyak 5 (lima) apalagi tidak memiliki alasan-alasan substantif dan tidak mengandung alasan-alasan filosofis yang memadai untuk membatalkan pasal-pasal mengenai Permodalan Koperasi dalam BAB VII PERMODALAN Pasal 66 s.d Pasal 77 UU Perkoperasian. 
Modal materiil dan finansial merupakan hal yang penting, namun konsep modal koperasi harus berkelindan dengan makna “per-ekonomian disusun 
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Agus Bambang N                                         POLITIK HUKUM TERHADAP KOPERASI INDONESIA 
 
294 
 
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, dibatalkan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dalam amar putusannya antara lain memutuskan sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat. 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru. 
4. Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 28 mei 2014. 
 
5. KESIMPULAN 
 Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Pembukaan dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan filosofi koperasi yang merupakan usaha bersama yang berdasar atas asas kekeluargaan sedangkan sisi yuridis dan sosiologis telah bertentangan dengan sistem kapitalisme. 
 Negara wajib melindungi perekonomian rakyat yang kecil-kecil itu, yaitu koperasi dengan mempertahankan filosofi, nilai, dan prinsip koperasi dari ancaman ideologi lainnya (antara lain kapitalisme dan komunisme).  
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 Dari artikel ini ada beberapa rekomendasi yang bisa disampaikan yaitu: kepada pembuat UU (dalam hal ini DPR dan Pemerintah) agar lebih cermat dalam membentuk UU koperasi yang baru agar tidak bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 khususnya Pasal 33 yang merupakan fondasi perekonomian bangsa Indonesia. 
 Bagi masyarakat umumnya agar selalu mengontrol setiap pembentukan UU (khususnya UU koperasi) agar selalu mengedepankan hak konstitusional setiap warga negara Republik Indonesia. 
***** 
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